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ABSTRAK
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pembentukan Peraturan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, sehingga terciptanya demokrasi di Desa. Sebagai wujud demokrasi di Desa maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta bersama-sama Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa. Di dalam menetapkan Peraturan Desa, maka Peran Badan Permusyawaratan Desa sangat penting, agar Peraturan Desa yang ditetapkan benar-benar merupakan Peraturan yang bersumber dari aspirasi masyarakat. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa, tidak semua Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Walaupun telah adanya Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa. Ketidaksesuaian tersebut ternyata dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman menjabat. 
Kata kunci : Peran Badan Permusyawaratan Desa, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005
ABSTRACK
The role of the rural government in creating the rural rules must be able to accommodate the people’s aspirations therefore it is created Rural Consultative. Rural Consultative purposes to facilitate and deliver the people’s aspirations also together with the rural head office in settling the Rural Rules. In settling the rural rules, the roles of the rural consultative is very important in order to make the rural rules really come from the people’s aspirations. The rules of the rural consultative in implementing the creation of the rural rules in Kismantoro is not all suitable with the Government Act Number 32, 2004 about The Government in the Region and the Government Rules Number 72 , 2005 about rural. Although there is new act in the Act Number 6, 2014 about rural, and the government rules Number 43, 2014 about rural, the incorrectness is eventually influenced by several factors : educations, employments, and hiring experiences.
Keywords : The rules of the rural consultative, act number 32, 2004, government rules number 72, 2003
PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah
Pemerintahan Desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sehingga dengan demikian Desa memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam kerangka Otonomi Desa. [footnoteRef:1]Desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B yang menyatakan bahwa “negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. [1: Moch, Solekhan. 2014. Penyelenggaran Pemerintah Desa. Cetakan Pertama (Malang: Setra Press) Hal 76] 

Dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda dan bangunan serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan.[footnoteRef:2]Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat, mewujudkan peran aktif masyarakat untuk turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa [2: Santoso, Purwo. 2003. Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Cetakan pertama (Yogyakarta : Pustaka Pelajar)] 

Sebagai perwujudan demokrasi, di Desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa. 
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. [footnoteRef:3]Oleh karena itu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai wakil rakyat atau wakil penduduk desa memiliki beberapa fungsi, yang diantaranya berfungsi untuk menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. [3: Syahrial Syarbaini, Rusdiyanta. 2009. Dasar-dasar sosiologi. Edisi Pertama (Yogyakarta : Graha Ilmu) Hal 46] 

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Tujuan dari Peraturan Desa sendiri adalah untuk meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang hal tersebut merupakan tugas dari Pemerintah Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat. Dengan demikian semua yang dimaksud dengan Peraturan Desa adalah semua Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dan telah mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.
Musyawarah dan mufakat yang dilakukan antara pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam hal pembentukan peraturan desa tidak semuanya merupakan gambaran atau wujud dari aspirasi atau suara dari masyarakat, sehingga hasilnya tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketidaksesuaian tersebut dapat dipengaruhi oleh peran Badan Permsusyawaratan Desa yang mungkin kurang maksimal didalam menjalankan perannya sebagai wakil masyarakat Desa, atau hubungan antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam pembentukan Peraturan Desa yang kurang berjalan dengan baik.
Rumusan Masalah:
1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa?
2. Bagaimana pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa ?

METODE PENELITIAN
Secara metodologis, Metode Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini yaitu Pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada ilmu hukum dan berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.9 Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif sendiri dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan kata lain untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.
Objek Penelitian dengan cara Proportional Random Sampling. Penelitian ini membutuhkan suatu jenis data yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu:
(a) Bahan Hukum Primer.
(b) Bahan Hukum Sekunder.
(c) Bahan Hukum Tertier.
Metode analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisa dengan menggunakan Metode Kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah.


PEMBAHASAN
Analisis Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa
Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Sebagai wakil dari masyarakat, peran badan permusyawaratan desa merupakan cerminan dari aspirasi masyarakat.Sebagai wakil penduduk Desa, peran anggota Badan Permusyawaratan Desa sangat penting bagi kemajuan pembangunan Desa.
Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah bertindak selaku pelaksana sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah Desa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. [footnoteRef:4]Dengan demikian, untuk menciptakan peran anggota Badan Permusyawaratan Desa yang maksimal, negara melalui peraturan PerundangUndangan telah memberikan amanatnya melalui beberapa aturan. Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diikuti dengan PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, akan tetapi dikarena belum diberlakukannya Peraturan Perundang-Undangan yang baru, dan berkaitan dengan pelaksanaannya yang masih berdasar pada peraturan sebelumnya, maka digunakan sebagai dasar hukum masih menggunakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dalam menjalankan Perannya sebagai Badan Permusyawaratan Desa, makaseharusnya ada 4 hal yang harus dipenuhi, antara lain fungsi, tugas dan wewenang, hak, serta kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa. [footnoteRef:5]Apabila dilihat dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa adalah“menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka Badan Permusyawaratan Desa didalam menyusun rancangan Peraturan Desa, harus benar-benar sesuai dengan aspirasi masyarakat.Akan tetapi dari hasil penelitian, fungsi tersebut tidak semuanya berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Di Desa Plosorejo, yang menjalankan fungsi tersebut hanyalan Ketua BPD,Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD. Keadaan berbeda terjadi di Desa Miri, fungsi tersebut dapat dijalankan oleh semua anggota BPD. [4: Ni’matul, Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Cetakan Pertama (Malang : Setara Press) Hal 215]  [5: Solekhan, Moch. 2014. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Cetakan Pertama (Malang : Setara Press) Hal 76] 

Selain berfungsi menetapkan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas dan wewenang berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa :
“(a) membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;(b) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;(c) mengusulkan pengangkutan dan pemberhentian Kepala Desa;(d) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;(e) menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;dan (f) menyusun tata tertib BPD.
Dari tugas dan wewenang tersebut, yang terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa dalam hal ini adalah mengenai pembahasan rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, serta menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pengawasan, di Desa Plosorejo tidak dilakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa yang telah ditetapkan bersama-sama Kepala Desa.Setelah Peraturan Desa ditetapkan seolah-olah tugas dari BPD telah selesai.Akan tetapi, di Desa Miri Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa yang telah ditetapkan dengan Kepala Desa.Pengawasan tersebut dilakukan agar di dalam penyelenggaraan Peraturan Desa sesuai dengan aturan yang ada.
Dari isi Pasal tersebut sudah sangat jelas bahwa Badan Permusyawaratan Desa wajib menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.Berdasarkan hasil Penelitian, peran tersebut tidak dilakukan secara maksimal oleh semua anggota BPD di Desa Plosorejo. Padahal inti dari tugasnya sebagai anggota BPD adalah sebagai penyerap, penampung, penghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, demi kesejahteraan dan demokratisasi di Desa. Akan tetapi, yang terjadi di Desa Miri, peran tersebut telah dilaksanakan dengan baik.Anggota BPD melakukan kewajibannya sebagai anggota BPD dengan menyerap, menampung, menhimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.Sehingga terciptanya suatu demokratisasi dan kesejahteraan di Desa Miri.
Dengan demikian, bahwa Peran anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plosorejo secara umum tidak sesuai dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diatur dalam peraturan Perundangundangan. Akan tetapi, di Desa Miri Peran anggota Badan Permusyawaratan Desa secara umum telah sesuai dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-Undangan.
Analisis Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Desa 
[footnoteRef:6]Berdasarkan hasil penelitian diatas peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plosorejo dalam menghasilkan Peraturan Desa kurang baik. Dapat dilihat dari bahwa dari 4 (empat) Peraturan Desa yang telah dihasilkan di Desa Plosorejo pada tahun 2013-2014, hanya 1 (satu) Peraturan Desa yang berasal dari inisiatif Badan Permusyawaratan Desa, yaitu Perdes tentang Perlindungan lingkungan hidup. Baik dan tidaknya peran Badan Permusyawaratan Desa dalam hal memberikan inisiatif atas rancangan Peraturan Desa, tidak lepas dari peran dari masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa. Apabila kita lihat tentang peran anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plosorejo dalam membuat Peraturan Desa, bahwa peran anggota Badan Permusyawaratan Desa hanya aktif di Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD. Peran aktif tersebut lebih kepada perannya dalam sidang, bukan terkait dengan kehadiran. Karena ada yang aktif datang tetapi tidak memberikan tanggapan, dan tidak aktif datang tetapi apabila datang selalu memberikan masukan dalam sidang. [6: Syamsudin. 2007. Operasionalisasi Penelitian Hukum. (Jakarta : Rajawali Press) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 6 Tahun 2014 Desa. Hal 77] 

Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, dan Sekretaris BPD di dalam membahas rancangan Peraturan Desa menyusun rancangan Peraturan Desa yang akan dibahas bersama Kepala Desa, membahas rancangan Peraturan Desa, memberikan tanggapan terhadap rancangan Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, memberikan tanggapan dan persetujuan atas rancangan Peraturan Desa yang dibuat dalam Keputusan BPD, serta menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa. Sementara itu anggota yang lain hanya sebagai partisipan dalam pembahasan, tanpa memberikan tanggapan atas rancangan peraturan Desa yang sedang dibahas. Di dalam melakukan pengawasan terhadap Peraturan Desa yang telah ditetapkan, Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan fungsi pengawasan.
[footnoteRef:7]Dari apa yang terjadi di Desa Plosorejo, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa. Faktor-faktor tersebut yaitu: [7: Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan yang Asli, Bulat, dan Utuh (Jakarta : Raja Gofindo Persada) Hal 108] 

1. [bookmark: _GoBack]Pendidikan
Apabila kita lihat Tabel 2, tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plosorejo yang relatif masih rendah merupakan salah satu faktor mengapa inisiatif lebih banyak lahir dari Kepala Desa. Apabila melihat dari tabel diatas, terlihat bahwa dari 9 (sembilan) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ada 6 (enam) anggota dengan lulusan SLTP, 3 (tiga) anggota dengan lulusan SMA, dan tidak ada anggota dengan lulusan sarjana. Maka dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) masih rendah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas anggota Badan permusyawaratan Desa dalam menjalankan perannya di dalam pembentukan Peraturan Desa.
2. Pekerjaan
Apabila kita lihat Tabel 2, Pekerjaan pokok dari masingmasing anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plosrejo, ada 5 (lima) anggota dengan pekerjaan petani, dan 4 (empat) diantaranya adalah swasta. Bahkan dari 4 (empat) anggota yang bekerja sebagai swasta, 2 (dua) diantaranya adalah pekerja perantauan keluar kota. Dengan keadaan pekerjaan seperti itu, maka dapat dikatakan pekerjaan pokok anggota BPD di Desa Plosorejo tidak mendukung didalam perannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa. 
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pekerjaan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan faktor yang mempengaruhi peran anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan Peraturan Desa
3. Pengalaman
Berdasarkan tabel 2 di atas, dari 9 (Sembilan) anggota Badan Permusyawaratan di Desa Plosorejo, teradapat 5 (lima) diantaranya adalah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baru pertama kali menjabat. Sementara itu 4 (empat) sisanya adalah anggota lama yang pernah menjabat di periode sebelumnya. Dapat kita lihat dari identitas mereka, bahwa usia dari kelima anggota tersebut berkisar 31-33 tahun. Dengan demikian dari hasil Tabel 2, dapat dilihat bahwa pengalaman dalam menjalankan perannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa masih sangat rendah. Karena dengan pengalaman yang masih minim, maka kepercayaan masyarakat maupun pengaruh di dalam masyarakat kurang maksimal.Berebeda dengan yang sudah memiliki pengalaman cukup, mereka telah paham bagaimana memberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan memberikan pengaruh yang baik, tentunya dalam hal menjalankan perannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam membentuk peraturan Desa sebagaimana mestinya.
Dengan demikian dari apa yang seharusnya menurut peraturan Perundang-Undangan yang mengatur dengan yang terjadi di Desa Plosorejo, maka dapat disimpulkan bahwa di dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa, Peran anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plosorejo tidak sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang, hak, serta kewajiban dari Badan Permusyawaratan Desa maupun anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, sehingga Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa tidak berjalan dengan baik.

PENUTUP
Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:
Pertama, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terjadi di Desa pada umumnya sangat bervariasi. Di Desa Plosorejo dengan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang rendah, dihasilkan Peran anggota Badan Permusyawaratan Desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan di Desa Miri dengan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi, dihasilkan peran anggota Badan Permusyawaratan Desa yang baik, yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Pemerintah Desa.
Kedua, Bahwa berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Desa yang diwakili oleh Desa Plosorejo dan Desa Miri, terdapat beberapa perbedaan, diantaranya adalah dari segi keaktifan Badan Permusyawaratan Desa. Dari data yang telah tersaji, Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plosorejo cenderung lebih Pasif, dan Peran Badan Permusyawaratan Desa di Desa Miri cenderung lebih aktif. Hal tersebut ternyata di pengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, pekerjaan, dan faktor pengalaman.
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